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BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam sejarah perjalanan terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal diantara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan “yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.[footnoteRef:2] [2:  Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), 18] 

Selain itu Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia ini juga mengatur tentang tata cara untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud, bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif dan memperhatikan ummatnya. Tidak hanya itu dalam ajaran Islam perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.
Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menghembangkan keturunan secara baik atas kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٖ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوْبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ 
Artinya: ”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”[footnoteRef:3] [3:  QS. Al-Hujurat‟ [49]:13] 


Secara luas, perkawinan dalam Islam merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, mempunyai fungsi sosial.
 Selain itu arti lainnya adalah untuk mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok merupakan perbuatan menuju taqwa, dan merupakan suatu bentuk ibadah (yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul).[footnoteRef:4] [4:  Ibid.,209.] 

Seringkali terjadi dalam kehidupan berkeluarga bahwa tidak selamanya keluarga mencapai keharmonisan sebagaimana yang diangankan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri agar tetap harmonis bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu mengalami hambatan yang berbeda-beda. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, begitu juga pihak suami sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan strategi mempertahankan pernikahan agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material sebelum pernikahan dilaksanakan.
Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Sebagaimana Baharuddin Lopa menyebutkan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Meskipun demikian aturan pernikahan tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan tertib, sehingga tidak merugikan hak asasi manusia.[footnoteRef:5]  [5:  Baharuddin Lopa, Al-quran dan Hak Asasi Manusia,(Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa,1996), 65] 

Oleh karena itu wajar jika sebelum masuk ke jenjang perkawinan hingga rumah tangga yang sehat baik lelaki maupun perempuan selayaknya menggunakan banyak pertimbangan dalam memilih pasangan hidupnya.
Nikah adalah keistimewaan dan masalah pribadi setiap orang, sehingga pemaksaan orang tua atau salah satu orang tua terhadap anaknya untuk nikah dengan orang yang tidak diinginkannya hukumnya adalah haram secara syar`i, karena itu merupakan perbuatan dzalim dan melanggar hak-hak orang lain. Perempuan dalam Islam mempunyai kebebasan mutlak dalam menerima atau menolak orang yang datang mempersuntingnya sehingga orang tua tidak mempunyai hak apalagi kewajiban dalam memaksanya karena kehidupan berumah-tangga tidak akan berjalan mulus bahkan akan merusak pernikahan apabila pernikahan tersebut didasari oleh paksaan dan kepura-puraan.
Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak berhak orang tua memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka ingini atau bukan pilihan mereka.
Bahkan dalam sejumlah nash yang berbicara tentang asas atau prinsip suatu perkawinan setidaknya ada sepuluh hal yang harus dipatuhi oleh setiap keluarga, karena asas inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat instrumen untuk membangun keluarga sakinah, selain itu asas ini juga menjadi indikator tercapainya tujuan perkawinan, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:[footnoteRef:6] [6:  Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,Studi Sejarah, metode, Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim, (Yogyakarta : Academia, 2009) 231] 

a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga
b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri
c. Perkawinan untuk selamanya
d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama
e. Kehidupan berkeluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi
f. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan berkeluarga
g. Menghindari terjadinya kekerasan
h. Bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang berarti saling menolong, membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga
i. Ada keadilan
j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.
Berdasarkan beberapa prinsip perkawinan tersebut, di sana terdapat kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, jika prinsip ini tidak dipatuhi dan dijalankan, maka tidak menutup kemungkinan rumah tangga yang dibina akan bersifat sementara saja, oleh karena itu kerelaan mempelai baik laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang sangat signifikan.
Banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga mengenai rusaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga karena dilatarbelakangi oleh kesalahan dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya, akibatnya hidup berkeluarga secara normalpun gagal. Gejala mengenai kegagalan dalam melangsungkan perkawinan antara lain disebabkan oleh perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orangtua yang menilai kalau kedua mempelai tidak seimbang atau status sosialnya tidak sama atau salah satu pihak sebelumnya dalam kondisi terpaksa untuk melakukan sebuah ikatan pernikahan yang dikenal dengan “Kawin paksa”.
Didaerah- daerah tertentu banyak dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan kawin paksa, misalnya di Lombok, Sumbawa dan Madura. Di daerah Lombok, misalnya terdapat suatu kebiasaan dimana para orang tua memaksa anak gadisnya yang berusia 16 tahun untuk menikah. Sehingga dengan adanya perkawinan itu menyebabkan perceraian yang terjadi di daerah lombok sangat memprihatinkan, dimana 100 perkawinan yang terjadi, 40 % diantaranya berakhir dengan perceraian.[footnoteRef:7] [7:  Kasmiatai, Sabtu ,14 Agustus 2004,www.Suarantb.com (diakses pada 10 Maret 2018)] 

Di sumbawa Kawin paksa adalah tradisi masyarakat Sumba yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Tokoh perempuan Sumba Tengah Maria Rambu Kawurung mengatakan, dulu tradisi ini dipakai untuk melekatkan hubungan keluarga. Perkawinan dilakukan antar saudara, yang masih satu garis keturunan, dan jika ada yang menolak dikawinkan secara paksa. Perempuan yang menolak kawin paksa, akan diteror.[footnoteRef:8] Hal ini terjadi karena adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat Sumbawa adalah mengutamakan mencari pasangan dari kerabat sendiri yang sering pula dirumuskan dalam ungkapan peko-peko kebo dita atau biar bengkok tapi kerbau sendiri yang bermakna bangga terhadap kediriannya dan lebih mengutamakan milik sendiri dan dianggap sangat ideal.[footnoteRef:9] Di sana juga masih menggunakan tradisi dimana sepasang calon pengantin tidak pernah saling mengenal satu sama lain dan jodoh mereka diperoleh dari pemberian atau keinginan orang tua. Cara ini dikenal dengan sebutan “ Samulung “ atau dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing.[footnoteRef:10] [8:  http //www.rnw.nl/redaksi-Indonesia (diakses pada 10 Maret 2018)]  [9:  Sumbawa News.com Edisi Senin 01 September 2008 ( diakses pada 10 Maret 2018)]  [10:  Ibid, Edisi Minggu, 30 Agustus 2009 (diakses pada 10 Maret 2018)] 

Kasus lain yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah ”nikah turun ranjang” atau nikah kepada bekas suami saudaranya, dengan alasan kasih sayang untuk anak-anaknya, seorang anak perempuan tak jarang dipaksa menikahi mantan suami kakak kandungnya. Hal ini dialami Indah (22) nama samaran, perempuan asal tegal ini, saat ia kuliah semester delapan, tiba-tiba kakak kandungnya yang perempuan meninggal dunia ketika sedang melahirkan anak keempat. Dengan alasan bahwa Indah adalah adik kakaknya yang meninggal dan indah juga diyakini akan memberikan kasih sayang yang sama terhadap keponakannya, maka indah dipaksa untuk menikahi kakak iparnya, selain itu dia harus mengurus keempat anak kakaknya itu.[footnoteRef:11] [11:  Pera Supariyanti, Menilai Kawin Paksa Perspektif Fiqh Islam dan Perlindungan Anak] 

Didalam masyarakat Madura, dikenal perkawinan antar kerabat yang diistilahkan dengan ” Mapolong tolang”, atau mengumpulkan tulang yang yang bercerai berai. Maksud perkawinan tersebut adalah untuk mempererat tali persaudaraan atau keluarga. Bagi keluarga kaya, perkawinan antar kerabat dimaksudkan agar harta kekayaan yang dimiliki tidak berpindah tangan kepada orang yang bukan keluarganya. Pandangan adat tersebut pada gilirannya memperlihatkan kenyataan bahwa tidak sedikit orang tua menjodohkan anaknya ketika masih usia belia, bahkan adakalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan.[footnoteRef:12] [12:   Kusnadi, Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial (Bandung: Humaniora Utama, 2000), 53] 

Untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Adapun penentuan jodoh dalam masyarakat Madura dikenal adanya tiga pola,yaitu:
a. Berdasarkan perjanjian antara orang tua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah, seperti menikah antar saudara sepupu atau unsur persahabatan, seperti antar anak tetangga dekat dan antar anak teman.
b. Berdasarkan kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka, bahkan tidak sedikit orang tua yang melakukuan kawin paksa kepada anak-anaknya yang masih belum cukup umur.
c. Berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orang tua dan anak-anak yang sudah berpendidikan cukup Faktor yang sangat mendorong terjadinya pernikahan paksa di bawah umur tersebut adalah faktor pernikahan atas kehendak orang tua. Di masyarakat Madura pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya.[footnoteRef:13] [13:  Hanafi, Pernikahan Paksa Terhadap Gadis Dibawah Umur Dalam Perspektif  Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Studi kasus di desa Kapedi kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep), Malang :UMM, 2009, 27] 

Praktek kawin paksa biasanya menimpa para perempuan yang masih belia atau di bawah umur, salah satu terjadi di pulau buru. Dalam tradisi mereka, perempuan harus pasrah dipinang dalam usia belia. Terkadang, itu terjadi kala mereka masih berusia enam tahun, atau bahkan saat masih dalam kandungan. Mereka dipinang oleh lelaki dewasa yang sedang mencari istri. Ketika pinangan sudah dilakukan, sang anak dilarang bersekolah dan kadang juga dilarang bergaul dengan kawan sebaya, seakan tidak boleh mengenal dunia luar. Mereka menyebutnya sebagai "kawin piara". Anak-anak perempuan itu akan dipelihara sampai dianggap telah siap untuk menjadi ibu dan mengurus rumah tangga.[footnoteRef:14] [14:  Fokus, Edisi 25: Agama, Perempuan dan Hak Asasi Manusia] 

Perkawinan demikian tidak bisa di-interpretasikan sebagai masalah agama. Perkawinan maksudnya tidak lain adalah jaminan sosial karena melalui perkawinan menjaga kehidupan seorang wanita tidak terlantar hidupnya baik ditinjau dari sudut ekonomi, sosial dan juga agama. Perkawinan “paksa” biasanya adalah hasil negosiasi antara keluarga sendiri semasa anak mereka masih kecil. Karena jalan hidup tidak bisa ditentukan oleh manusia. Sering kehidupan berjalan tidak sesuai dengan angan angan seseorang atau famili. Bahkan sering berjalan terbalik 180 derajat. Perkawinan “paksa” dapat juga di interpretasikan suatu pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap perempuan.
Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah sudah mengatur tentang itu, karena banyak sekali bahkan beragam persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan penyelesaian yang baik yang membutuhkan pegangan atau pijakan norma agama maupun yuridis. Jika ditinjau secara yuridis dalam UU No.39 tahun 1999 juga diatur tentang hak berkeluarga dan hak-hak perempuan. Dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan dalam Bab I tentang ketentuan umum bahwa :
”Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan,terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”[footnoteRef:15] [15:  PerMen Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 Bab I : Ketentuan Umum] 

Selain itu aturan tentang hak-hak perempuan juga diatur oleh dunia Internasional, yaitu pada Konvensi CEDAW, di mana di dalamnya dalam pasal 16 Pasal Konvensi ini menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Sesuai dengan aturan tersebut sebenarnya masyarakat perlu memahami bahwa kawin paksa termasuk melanggar hak-hak atas perempuan untuk menentukan siapa pilihan hidupnya dan merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Meskipun aturan-aturan tersebut sudah ada dan bahkan tertulis, namun fenomena-fenomena dalam masyarakat, masih saja mendiskriminasikan perempuan, salah satu contohnya adalah kawin paksa, bahkan beberapa daerah kawin paksa dijadikan sebagai tradisi.
 Persoalan seperti yang tersebut di atas merupakan isu-isu gender pada saat ini semakin marak dibicarakan dalam berbagai kesempatan, sehingga secara terus menerus bergulir di seminar- seminar baik lokal, nasional maupun internasional. Merebaknya  perbedaan gender, yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun karena konstruk sosial-budaya semacam itu telah menjadi “kebiasaan” dalam waktu yang sangat lama, maka kemudian perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan dan ideologi yang mengakar atau tertanam dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat, bahkan Negara. Perbedaan gender dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah dan bersifat kondrati atau alami.
Sesuai dengan penjelasan diawal, maka penulis mengangkat judul ”KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN GENDER”. Karena penulisan ini akan dikupas dari dua perspektif yaitu fiqh Islam dan Gender.
B. Rumusan Masalah
Berangkat dari gambaran umum di atas maka dapat diketengahkan sejumlah permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut, agar penelitian ini lebih fokus pada kajiannya, maka dapat dirumuskan Sebagai berikut:
1. Bagaimana hukum kawin paksa menurut fiqh Islam?
2. Bagaimana kawin paksa dalam perspektif gender?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui hukum kawin paksa dalam Fiqh Islam
2. Untuk mengetahui kawin paksa perspektif gender.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, Penelitian ini memberikan konstribusi terhadap prodi Perbandingan Madzhab dibidang Fiqh Munakahah dan menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.
2. Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang terkait baik yang terlibat kawin paksa ataupun tidak.
E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data- data yang ada.[footnoteRef:16] [16:  Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung : CV Pustaka Setia,2009),103] 

Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang  bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[footnoteRef:17] [17:    Ibid, 6] 

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis.[footnoteRef:18] Penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas. [18:  Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : Rajawali Press,2001) , 13-14] 

3. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan tiga  sumber  bahan penelitian dalam spesifikasi penelitian hukum, yaitu : sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer : dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah yaitu :
1. Ayat al-Quran dan Hadist Nabi yang terkait
2. Imam Muhammad ibn Ismail, Subulussalam, Beirut : Dar Al-kitab Al-ilmiyyah,cet-IV 2006.
3. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta : Lentera Baristama, 2001.
4. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung : Al-ma`arif, 1981.
5. Dr. Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2001.
6. Kompilasi Hukum Islam
7. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8. Konvensi CEDAW
9. Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007
10. UU RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
11. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan Hukum Sekunder : digunakan untuk melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber hukum primer, dalam hal ini adalah adalah bahan- bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran- penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman utuh. Diantaranya karya tulis, hasil penelitian para pakar artikel-artikel serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik, yaitu :
1. Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Jogjakarta : LKIS, 2008
2. KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Gender, Jogjakarta : LKIS, 2001
4. [bookmark: _TOC_250004]Prosedur Pengumpulan Data
Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun tekhnik pengumpulan data valid penulis gunakan adalah metode dokumentasi dimana metode nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya[footnoteRef:19] yang berhubungan dengan kawin paksa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain : [19:  Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 231] 

1. Mencari buku-buku sumber data
2. Membaca buku-buku sumber data,
3. Membuat catatan-catatan dan rangkuman-rangkuman hasil baca yang berhubungan dengan kawin paksa perspektif fiqh Islam dan Gender.
5. [bookmark: _TOC_250002]Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana metode deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.[footnoteRef:20] Oleh karena itu peneliti akan menggambarkan secara objektif keadaan yang sebenarnya, terkait dengan tema yang diangkat. [20:  Singarimbun dan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta : Gramedia Utama Pustaka, 1989), 4] 

F. [bookmark: _TOC_250000]Sistematika Pembahasan
Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lainnya serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :
BAB I	Merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang didalamnya berisi tentang gambaran umum permasalahan tentang kawin paksa, sehingga menjadi fokus dalam penelitian yang terkait. Adapun sistematika pembahasannya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penulisan bab satu ini sangatlah penting sebagai petunjuk (guide) pada bab-bab berikutnya, sehingga tulisan ini terangkai dengan sistematis.
BAB II	Dalam bab ini dibahas tentang konsep perkawinan dalam lintasan sejarah yang dimulai dari fiqh 4 madzhab sampai masa fiqh dalam dunia Islam saat ini
BAB III	Merupkan bab tentang perkawinan paksa dalam fiqh Islam
BAB IV	Merupakan bab yang akan mengupas tentang kawin paksa dalam perspektif gender, dalam bab ini kawin paksa akan ditinjau dari segi gender.
BAB V	Setelah memaparkan tentang konsep kawin paksa serta analisisnya dari perspektif fiqh Islam dan gender, maka dalam bab ini akan ditarik kesimpulan penulis untuk menyempurnakan hasil penulisan.



